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NOMOR 709/XI1I/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
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TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LUWU,

bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Bendahara pada
Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu serta dalam rangka mendukung
pengendalian dan tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2021 dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
efektif serta transparan dan sebagai tindaklanjut pelaksanaan
ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu
merubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu
Nomor  709/XI1/2021 tentang Penunjukan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun
Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, serta dengan memperhatikan Surat Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah /BPKD Kabupaten Luwu
Nomor 900/044/BPKD/1/ 2022, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
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Peraturan Pemrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa,;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan
Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu
Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;

Peraturan Bupati Luwu Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu;
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26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor 709/XII/2021
tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 khusunya
pada Nomor Urut 26 Kolom 4.

Memberhentikan dengan hormat Saudari Yunisthira Thamrin,
S.IP. NIP. 198406112009012003 Pkt. Penata (III/c) sebagai
Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Nomor Urut 26 Kolom 4 Keputusan Bupati Luwu
Nomor 709/XII/2021, yang kemudian digantikan oleh
Saudari Rosahani Nur, S.AN. NIP. 197901172007012013
Pkt/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b).

Tugas Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan
Daerah yang diterimanya.

Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

€. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional

kepada BUD secara periodik; dan

g ~memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 melalui DPA SKPD
masing-masing dengan Nomor Rekening yang berkenaan.
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KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 17 Januari 29
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Tembusan Yth:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
Gubernur Sul-Sel di Makassar;

Kepala BPK Perwakilan VII di Makassar;

Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;

Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;

Pertinggal.
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